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Abstrak

Dalam konteks sistem tata kelola terdesentralisasi di Indonesia, perlindungan hak atas tanah
masyarakat adat telah menjadi isu krusial yang terkait erat dengan dinamika otonomi daerah.
Artikel ini mendalam ke dalam tantangan-tantangan yang kompleks serta peluang-peluang yang
menjanjikan dalam menjaga hak atas tanah masyarakat adat di tengah kerangka hukum yang terus
berkembang dan lanskap sosial-ekonomi yang berubah. Dengan mengkaji persilangan ketentuan
hukum, implikasi sosio-budaya, dan implementasi kebijakan, penelitian ini mengungkap
kompleksitas yang dihadapi oleh kelompok-kelompok masyarakat adat dalam mempertahankan dan
mengamankan tanah leluhur mereka. Lebih lanjut, artikel ini menjelajahi dampak kebijakan
desentralisasi terhadap Kkepemilikan tanah masyarakat adat, menyoroti disparitas dalam
pengelolaan sumber daya, akses terhadap keadilan, dan pembangunan sosio-ekonomi. Melalui
analisis yang komprehensif, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang inklusif,
inisiatif berbasis masyarakat, dan model tata kelola kolaboratif untuk meningkatkan ketahanan dan
keberlanjutan sistem kepemilikan tanah masyarakat adat. Artikel ini memberikan kontribusi pada
debat yang sedang berlangsung mengenai hak-hak masyarakat adat dan desentralisasi dengan
memberikan wawasan tentang strategi-strategi efektif untuk mempromosikan kepemilikan tanah
yang adil serta pelestarian budaya dalam kerangka otonomi daerah.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Masyarakat Adat, Otonomi Daerah

Abstract

In the context of Indonesia's decentralized governance system, the protection of indigenous land
rights has emerged as a critical issue intertwined with the dynamics of regional autonomy. This
article delves into the multifaceted challenges and promising avenues for safeguarding the land
rights of indigenous communities amidst evolving legal frameworks and socio-economic
landscapes. By examining the intersection of legal provisions, socio-cultural implications, and
policy implementations, the study elucidates the complexities faced by indigenous groups in
securing and maintaining their ancestral lands. Furthermore, it explores the impacts of
decentralization policies on indigenous land tenure, highlighting disparities in resource
management, access to justice, and socio-economic development. Through comprehensive
analysis, the research underscores the urgent need for inclusive legal reforms, community-driven
initiatives, and collaborative governance models to enhance the resilience and sustainability of
indigenous land tenure systems. This article contributes to ongoing debates on indigenous rights
and decentralization by offering insights into effective strategies for promoting equitable land
tenure and cultural preservation within the framework of regional autonomy.

Key Words: Land rights, indigenous communities, regional autonomy

A. Pendahuluan

Pada era otonomi daerah di Indonesia, perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat adat
menjadi isu sentral yang tidak hanya menentukan keberlanjutan ekonomi mereka, tetapi juga
mempengaruhi keberlangsungan budaya dan identitas kolektif mereka. Masyarakat adat,
dengan sistem pengetahuan lokal dan praktik tradisional yang melekat pada tanah leluhur
mereka, sering kali menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan hak kepemilikan dan
pengelolaan atas wilayah yang mereka huni dan kelola secara turun-temurun. Keberadaan
mereka dalam konteks hukum nasional sering kali diperdebatkan dan terus beradaptasi dengan
dinamika hukum yang berubah.(Fauzi, 2022)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan
kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya,
sejalan dengan prinsip otonomi yang lebih besar. Namun demikian, implementasi undang-
undang ini tidak selalu sejalan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B dalam
undang-undang tersebut menyatakan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, namun
implementasinya di lapangan sering kali menghadapi hambatan karena adanya ketidakjelasan
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dalam interpretasi hukum dan intervensi kepentingan ekonomi serta politik yang kuat di
tingkat lokal. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang sering merugikan masyarakat
adat dalam upaya mereka untuk mempertahankan tanah adat mereka.

Selain tekanan dari undang-undang dan kebijakan pemerintah, masyarakat adat juga
menghadapi tantangan dari faktor-faktor eksternal seperti globalisasi dan modernisasi.
Perubahan iklim, ekspansi industri, serta tuntutan akan pembangunan infrastruktur telah
meningkatkan risiko konflik atas tanah dan mengancam kesinambungan ekologi serta
kesejahteraan sosial masyarakat adat. Dalam konteks ini, perlindungan hak-hak masyarakat
adat tidak hanya menjadi masalah hukum semata, tetapi juga merupakan pertanda penting bagi
keadilan sosial, konservasi lingkungan, dan kedaulatan budaya.(Earlene & Djaja, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana kerangka hukum
yang ada, termasuk Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan peraturan
lain yang relevan, berdampak terhadap perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat
atas tanah mereka di bawah rezim otonomi daerah. Analisis ini tidak hanya melihat dari sudut
pandang legal formal, tetapi juga menganalisis bagaimana implementasi kebijakan dan
dinamika politik lokal mempengaruhi implementasi hukum di lapangan serta respon
masyarakat adat terhadap perubahan ini.

Dengan menyelidiki dinamika ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi yang
signifikan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik untuk mendukung
keberlanjutan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat di Indonesia dalam era otonomi
daerah yang semakin kompleks ini. Melalui pemahaman yang lebih dalam terhadap tantangan
dan peluang yang dihadapi oleh masyarakat adat, pemerintah dan para pemangku kepentingan
dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak-hak mereka
serta mempromosikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah
Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis kerangka hukum
yang mengatur hak atas tanah masyarakat adat di Indonesia dalam konteks otonomi daerah.
Pendekatan normatif bertujuan untuk mengevaluasi kecocokan dan keadilan kerangka hukum
yang ada terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, serta keberlanjutan
lingkungan. Dengan fokus pada analisis teks hukum dan regulasi terkait, penelitian ini
mengidentifikasi norma-norma yang mengatur hak-hak masyarakat adat, baik di tingkat
nasional maupun daerah, serta mengukur sejauh mana implementasi dan perlindungan
terhadap hak-hak ini dalam praktek.

Metode analisis normatif ini melibatkan pengumpulan dan pemetaan berbagai peraturan
hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta peraturan daerah
yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan
tinjauan terhadap keputusan pengadilan yang relevan dan dokumen kebijakan untuk
memahami implementasi hukum secara praktis di lapangan. Analisis ini mendalam menggali
interprestasi hukum dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah dalam mengakui
dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka.

Selain itu, dalam mengevaluasi efektivitas kerangka hukum yang ada, penelitian ini
mempertimbangkan perspektif multidisipliner yang mencakup aspek hukum, sosial, ekonomi,
dan budaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi gap antara teori
dan praktik, serta memahami dampak sosial-ekonomi dari implementasi kebijakan terhadap
masyarakat adat. Dengan menganalisis perubahan politik dan dinamika kebijakan di tingkat
nasional dan lokal, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam konteks otonomi
daerah.

Dengan pendekatan normatif yang digunakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
landasan yang kuat untuk merekomendasikan perbaikan kebijakan dan advokasi untuk
peningkatan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka di Indonesia. Analisis
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yang mendalam terhadap kerangka hukum dan praktik implementasinya di lapangan dapat
menjadi dasar yang kokoh dalam upaya memperjuangkan keadilan sosial, konservasi
lingkungan, serta pelestarian budaya masyarakat adat dalam era otonomi daerah yang terus
berkembang.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Implikasi Undang-Undang Pemerintahan Daerah terhadap Hak Tanah Masyarakat Adat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan
landasan hukum yang penting dalam mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam
mengelola sumber daya alam, termasuk tanah yang secara historis dikelola oleh masyarakat
adat. Meskipun pasal-pasal dalam UU tersebut menegaskan perlindungan hak-hak masyarakat
adat, implementasinya di lapangan sering kali menimbulkan permasalahan yang kompleks.
Salah satu tantangan utama adalah ketidakjelasan dalam interpretasi dan implementasi pasal-
pasal yang relevan, yang dapat mengakibatkan kesenjangan antara teori hukum dan praktek
lapangan.

Permasalahan yang muncul adalah adanya potensi konflik kepentingan antara pemerintah
daerah yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan ekonomi
dan infrastruktur dengan kebutuhan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka
sebagai bagian integral dari identitas dan keberlangsungan budaya mereka. Hal ini terlihat dari
banyaknya kasus di mana keputusan pemerintah daerah untuk memberikan izin pengelolaan
tanah kepada pihak swasta atau investasi besar-besaran bertentangan dengan hak-hak
tradisional masyarakat adat. Konflik semacam ini sering kali memunculkan ketegangan sosial
dan konflik hukum yang berkepanjangan, mengancam stabilitas sosial dan keberlanjutan
lingkungan di wilayah-wilayah yang terlibat.(Dea dkk., 2023)

Selain itu, implementasi UU Pemerintahan Daerah sering kali menghadapi tantangan dalam
hal kapasitas dan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan
sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Banyak daerah masih mengalami kesenjangan
dalam hal pengetahuan dan pemahaman mengenai hak-hak masyarakat adat serta cara terbaik
untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ini dalam perencanaan dan pengambilan keputusan
lokal. Kekurangan ini dapat mengarah pada ketidakefektifan dalam perlindungan hak-hak
masyarakat adat secara substansial, meskipun ada landasan hukum yang kuat.(Earlene & Djaja,
2023)

Pentingnya mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam
dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat adat menjadi
lebih mendesak dalam konteks perubahan iklim global dan tekanan pembangunan yang terus
meningkat. Masyarakat adat sering kali memiliki pengetahuan lokal yang luas tentang ekologi
dan cara pengelolaan yang berkelanjutan, yang dapat menjadi model penting dalam upaya
menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayah-wilayah yang mereka huni. Namun, tanpa
dukungan yang memadai dari pemerintah daerah, pengetahuan dan praktik-praktik ini
mungkin tidak dapat diterapkan secara efektif atau dilindungi dari ancaman eksternal.

Diskusi mengenai perlindungan hak atas tanah masyarakat adat juga tidak dapat
dipisahkan dari isu-isu keadilan dan hak asasi manusia. Keberadaan masyarakat adat di tanah
leluhur mereka bukan hanya masalah ekonomi atau kebijakan, tetapi juga pertanyaan mendasar
tentang keadilan sosial dan budaya. Implementasi yang efektif dari undang-undang harus
mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kebutuhan pembangunan, dan
hak-hak masyarakat adat untuk hidup dalam martabat serta mempertahankan warisan budaya
mereka. Ini tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga membutuhkan pendekatan
yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat adat dalam merumuskan
kebijakan dan program pengembangan.(Simarmata, 2018)

Tantangan lain yang relevan adalah adanya perbedaan dalam persepsi dan interpretasi
mengenai hak-hak masyarakat adat di antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat umum. Interpretasi yang berbeda ini dapat mempengaruhi cara
kebijakan dilaksanakan dan hak-hak masyarakat adat diakui atau dilanggar dalam praktik. Oleh
karena itu, diperlukan koordinasi dan dialog yang lebih baik antara semua pemangku
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kepentingan untuk mencapai kesepahaman bersama tentang cara terbaik untuk melindungi dan
menghormati hak-hak masyarakat adat dalam konteks otonomi daerah.(Farina dkk., 2024)

Pentingnya membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah,
masyarakat adat, dan organisasi non-pemerintah juga tidak dapat diabaikan. Partisipasi aktif
masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan lokal dapat mengurangi konflik dan
meningkatkan kepatuhan terhadap hukum serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan
lingkungan dan keadilan sosial. Kemitraan ini dapat memperkuat kapasitas masyarakat adat
dalam mempertahankan hak-hak mereka secara efektif, sambil memberikan jaminan kepada
pemerintah daerah dan investor mengenai keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan
sumber daya alam.

Selain itu, kebijakan yang inklusif dan berbasis pada bukti juga penting untuk memastikan
bahwa solusi yang ditemukan adalah yang paling tepat untuk konteks setempat. Pendekatan ini
memungkinkan pemerintah daerah untuk mengakui dan mempertimbangkan berbagai
kepentingan dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat, termasuk hak-hak masyarakat adat,
dalam perencanaan dan implementasi kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pihak terkait
dalam proses pengambilan keputusan, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko konflik dan
meningkatkan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif serta berkelanjutan.

Secara keseluruhan, poin ini menyoroti kompleksitas implementasi undang-undang
otonomi daerah terhadap hak tanah masyarakat adat di Indonesia. Perlu adanya pendekatan
yang holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi tantangan ini, yang melibatkan komitmen
kuat dari berbagai pihak untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi,
perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat adat. Dengan
memperkuat kerjasama lintas-sektoral dan mendukung partisipasi masyarakat adat dalam
pengambilan keputusan, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih inklusif dan
berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

2. Dampak Perubahan Iklim dan Ekspansi Industri terhadap Hak Tanah Masyarakat Adat

Perubahan iklim global telah memberikan tekanan tambahan terhadap masyarakat adat di
Indonesia, yang sering kali tinggal di daerah yang kaya akan sumber daya alam dan rawan
terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan suhu yang
ekstrem. Dalam konteks ini, tanah adat masyarakat menjadi krusial karena sering kali berperan
sebagai buffer alami dalam mengurangi dampak bencana alam serta menjaga keberlanjutan
ekologi lokal. Namun, upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim sering kali bertentangan
dengan kebutuhan masyarakat adat untuk mempertahankan akses terhadap tanah dan sumber
daya alam mereka.

Ekspansi industri dan infrastruktur juga merupakan faktor penting yang mengancam hak
tanah masyarakat adat. Peningkatan permintaan akan sumber daya alam untuk proyek-proyek
besar seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan jalan dapat
mengakibatkan konflik lahan yang intens antara masyarakat adat dengan pemerintah dan
perusahaan swasta. Seringkali, keputusan untuk memberikan izin pengelolaan tanah kepada
pihak ketiga tidak melibatkan konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, sehingga
mengabaikan hak-hak tradisional mereka.(Abbas & Oktarina, 2020)

Ketika masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam mereka,
hal ini tidak hanya mengancam keberlangsungan ekonomi mereka, tetapi juga identitas budaya
dan keberlanjutan lingkungan di wilayah-wilayah tersebut. Praktik pengelolaan sumber daya
alam yang tidak berkelanjutan dapat mengakibatkan degradasi lingkungan yang signifikan,
seperti deforestasi dan kerusakan habitat, yang pada gilirannya dapat mengancam keberadaan
spesies-spesies tertentu serta mempengaruhi kesejahteraan jangka panjang masyarakat adat.

Dalam konteks ini, perlindungan hak tanah masyarakat adat tidak hanya menjadi masalah
lokal atau nasional, tetapi juga menjadi isu global yang berkaitan erat dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan PBB. Integrasi pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam
manajemen lingkungan dapat berpotensi menjadi solusi bagi tantangan perubahan iklim yang
dihadapi dunia saat ini. Keterlibatan aktif masyarakat adat dalam mitigasi dan adaptasi
terhadap perubahan iklim dapat meningkatkan efektivitas kebijakan serta memastikan bahwa
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solusi yang diimplementasikan tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga sosial dan
ekologis.

Pentingnya mempertimbangkan perspektif masyarakat adat dalam rencana mitigasi dan
adaptasi perubahan iklim telah diakui secara internasional, terutama dalam Kerangka Kerja
Paris tentang Perubahan Iklim. Meskipun demikian, implementasi dari komitmen ini sering kali
terhambat oleh kebijakan dan praktik yang tidak memadai dalam melibatkan masyarakat adat
dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya alam. Dibutuhkan pendekatan yang
lebih holistik dan inklusif untuk memastikan bahwa kebijakan perubahan iklim yang diterapkan
tidak hanya efektif dalam mengurangi emisi karbon tetapi juga menghormati hak-hak
tradisional dan mempertimbangkan pengetahuan lokal dalam wupaya konservasi
lingkungan.(ansyah Ardiansyah, 2019)

Selain itu, pengaruh ekonomi global dan kebijakan perdagangan internasional juga dapat
memperburuk kondisi masyarakat adat dalam hal perlindungan hak tanah mereka. Peningkatan
permintaan global terhadap komoditas seperti minyak kelapa sawit dan kayu keras telah
mendorong percepatan eksploitasi sumber daya alam di wilayah-wilayah yang dihuni oleh
masyarakat adat. Upaya untuk memenuhi permintaan ini sering kali mengabaikan atau
melanggar hak-hak tradisional masyarakat adat, yang berisiko mengisolasi mereka dari manfaat
ekonomi dan mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Dalam beberapa kasus, masyarakat adat telah berhasil memperjuangkan hak-hak mereka
melalui upaya advokasi, litigasi, dan aktivisme sosial. Contohnya termasuk kasus-kasus di mana
masyarakat adat berhasil mendapatkan pengakuan atas hak tanah mereka melalui keputusan
pengadilan atau negosiasi dengan pemerintah dan perusahaan. Meskipun demikian, proses ini
sering kali memakan waktu dan sumber daya yang besar, serta sering kali dihadapi dengan
tantangan hukum dan politik yang signifikan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan
ekonomi yang kuat.

Pentingnya penguatan kapasitas masyarakat adat dalam hal hukum dan advokasi tidak
dapat diabaikan dalam upaya melindungi hak-hak mereka atas tanah. Pemerintah, LSM, dan
sektor swasta perlu berperan aktif dalam mendukung pelatihan dan pendidikan untuk
masyarakat adat, sehingga mereka dapat lebih memahami hak-hak mereka serta memanfaatkan
sistem hukum yang ada untuk kepentingan mereka sendiri. Penguatan kapasitas ini tidak hanya
akan meningkatkan kemampuan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses hukum,
tetapi juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi
semua pihak yang terlibat.(Kristiani, 2020)

Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam lokal juga dapat
menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Model pengelolaan yang
berbasis pada pengetahuan lokal dan partisipasi aktif masyarakat adat telah terbukti efektif
dalam menjaga keberlanjutan ekologi sambil mempromosikan kesejahteraan ekonomi dan
sosial di komunitas-komunitas tersebut. Ini menunjukkan bahwa penguatan hak tanah
masyarakat adat bukan hanya masalah keadilan, tetapi juga merupakan strategi yang bijaksana
dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di seluruh wilayah Indonesia.

Pentingnya membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara pemerintah,
perusahaan, dan masyarakat adat juga perlu ditekankan dalam konteks ini. Kemitraan ini dapat
mempromosikan pengelolaan sumber daya yang lebih berkelanjutan dan mengurangi konflik
terkait hak tanah. Dengan membangun kepercayaan dan kemitraan yang kuat, semua pihak
dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam mengelola sumber daya alam
dengan cara yang mendukung keberlanjutan lingkungan serta keadilan sosial.

3. Tantangan Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Tanah Masyarakat Adat

Implementasi kebijakan perlindungan hak tanah masyarakat adat di Indonesia merupakan
tantangan yang kompleks dan multidimensional. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi
adalah ketidakpastian dalam interpretasi dan penerapan hukum yang mengatur hak tanah
masyarakat adat. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar
hukum yang jelas, pelaksanaannya sering kali tidak konsisten di berbagai daerah. Hal ini dapat
disebabkan oleh ketidaktegasan dalam pengaturan perbatasan antara hutan adat, hutan negara,
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dan kawasan lainnya, yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakjelasan
status hukum tanah adat.

Permasalahan lain yang signifikan adalah adanya pertentangan kepentingan antara
kebutuhan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dengan hak-hak masyarakat adat untuk
mempertahankan tanah adat mereka. Ekspansi industri, seperti pertambangan dan perkebunan
besar-besaran, sering kali berpotensi menggeser hak-hak tradisional masyarakat adat atas
tanah mereka. Kurangnya konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat dalam proses
pengambilan keputusan tentang pemberian izin pengelolaan sumber daya alam dapat
mengakibatkan konflik sosial yang merugikan kedamaian dan stabilitas di tingkat lokal.(Alvian &
Mujiburohman, 2022)

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bahwa tanah adat bukan hanya
merupakan sumber kehidupan ekonomi masyarakat adat, tetapi juga merupakan aspek integral
dari identitas budaya dan sistem nilai mereka. Kehilangan akses terhadap tanah adat dapat
mengancam eksistensi budaya dan sosial masyarakat adat, karena sering kali keberadaan
mereka di wilayah tersebut tidak hanya sebagai pemilik hukum tetapi juga sebagai penjaga
tradisi dan kearifan lokal yang penting untuk keberlanjutan ekologis dan sosial.

Selain dari aspek regulasi dan kepentingan ekonomi, tantangan lain dalam implementasi
kebijakan adalah kapasitas dan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan
perlindungan hak tanah masyarakat adat secara efektif. Banyak daerah masih menghadapi
kesenjangan dalam hal pengetahuan dan pemahaman terhadap hak-hak masyarakat adat serta
kurangnya sumber daya institusional untuk menerapkan kebijakan yang progresif dan inklusif.
Akibatnya, proses pengakuan dan perlindungan hak tanah masyarakat adat sering kali tidak
berjalan sesuai harapan, meskipun ada komitmen formal dari pemerintah.(Fauzi, 2022)

Tantangan lain yang relevan adalah ketidakpastian hukum dalam hal kepemilikan dan
pengelolaan tanah adat. Pengaturan yang ambigu atau bertentangan antara undang-undang
agraria, kehutanan, dan tata ruang sering kali menciptakan ketidakpastian hukum yang
merugikan masyarakat adat. Misalnya, regulasi kehutanan yang mendominasi kadang-kadang
bertentangan dengan hak-hak agraria yang diterima oleh masyarakat adat, yang
membingungkan proses pengambilan keputusan dan pengelolaan tanah adat.

Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah juga merupakan tantangan serius dalam
perlindungan hak tanah masyarakat adat. Meskipun ada peraturan yang mengatur pengelolaan
sumber daya alam, penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat
sering kali tidak efektif atau tidak konsisten. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya
manusia, intervensi politik, dan interaksi yang kompleks antara pemerintah daerah dan pihak
swasta dapat menghambat upaya-upaya untuk melindungi hak-hak tanah masyarakat adat
dengan tepat.

Keberlanjutan finansial juga menjadi perhatian utama dalam implementasi kebijakan
perlindungan hak tanah masyarakat adat. Banyak program dan inisiatif yang dirancang untuk
melindungi hak-hak masyarakat adat membutuhkan sumber daya finansial yang signifikan
untuk operasionalisasi dan pemeliharaan. Kurangnya dukungan finansial yang berkelanjutan
dari pemerintah pusat dan donor internasional dapat mengancam keberlanjutan dari program-
program ini, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketidakpastian dalam perlindungan
hak-hak masyarakat adat.

Aspek budaya dan sosial juga tidak boleh diabaikan dalam konteks perlindungan hak tanah
masyarakat adat. Masyarakat adat sering kali memiliki hubungan yang mendalam dengan tanah
adat mereka, yang mencakup nilai-nilai spiritual, ritual, dan historis yang penting bagi
keberlanjutan budaya dan ekologis. Pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya tanah adat
dalam menjaga identitas dan keberlanjutan budaya masyarakat adat harus diintegrasikan dalam
semua upaya untuk melindungi hak-hak mereka.

Perubahan demografis dan urbanisasi juga dapat mempengaruhi dinamika perlindungan
hak tanah masyarakat adat. Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola permukiman
dapat mengubah tata guna lahan di wilayah-wilayah adat, yang sering kali meningkatkan
tekanan terhadap sumber daya alam serta menimbulkan konflik sosial. Dalam konteks ini,
penting untuk mempertimbangkan dampak sosial dari perubahan demografis terhadap
masyarakat adat dalam menjaga keberlanjutan kehidupan mereka di tanah adat.
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Partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional menjadi
kunci dalam memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan. Keterlibatan
mereka dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi hak-hak mereka tidak hanya
diperlukan secara formal tetapi juga harus disertai dengan adanya akses yang adil dan
transparan terhadap informasi serta sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi secara
efektif.

Dalam upaya untuk memperkuat perlindungan hak tanah masyarakat adat, penting untuk
meningkatkan kapasitas dan pendidikan hukum bagi masyarakat adat. Dengan pemahaman
yang lebih baik tentang hak-hak mereka dan kemampuan untuk memanfaatkan sistem hukum
yang ada, masyarakat adat dapat menjadi lebih efektif dalam mempertahankan hak-hak mereka
serta mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Peran advokasi dan LSM juga penting dalam mendukung perlindungan hak tanah
masyarakat adat. LSM dapat berperan sebagai mediator antara masyarakat adat, pemerintah,
dan sektor swasta, serta memberikan dukungan teknis dan hukum yang diperlukan untuk
memperjuangkan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memberikan suara
bagi mereka yang sering kali tidak memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan
keputusan, LSM dapat membantu dalam menyeimbangkan kekuatan dan memastikan bahwa
kepentingan masyarakat adat diperhatikan secara adil.(ansyah Ardiansyah, 2019)

Penguatan kerjasama lintas-sektoral dan lintas-batas juga menjadi kunci dalam mengatasi
tantangan implementasi kebijakan perlindungan hak tanah masyarakat adat. Koordinasi yang
lebih baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, LSM, dan sektor
swasta dapat membantu dalam mengidentifikasi solusi yang berkelanjutan dan berbasis bukti
untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat dilindungi dengan tepat.

D. Kesimpulan

Secara keseluruhan, perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di Indonesia merupakan
tantangan yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, ekonomi, dan budaya.
Tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakpastian hukum dalam interpretasi dan aplikasi
regulasi yang mengatur tanah adat. Meskipun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
memberikan landasan hukum, implementasinya sering kali tidak konsisten di berbagai daerah,
menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat adat dalam mengelola tanah leluhur mereka.
Perlu adanya upaya untuk mengkonsolidasikan dan merumuskan kembali regulasi yang ada
untuk memastikan kejelasan hukum yang lebih baik, yang dapat membantu dalam melindungi
hak-hak masyarakat adat secara konsisten dan adil. Banyak daerah masih menghadapi
kesenjangan dalam hal pengetahuan dan pemahaman terhadap hak-hak masyarakat adat, serta
kurangnya sumber daya institusional untuk menerapkan kebijakan yang progresif dan inklusif.
Dibutuhkan investasi lebih lanjut dalam membangun kapasitas pemerintah daerah untuk
mengelola konflik tanah secara efektif, memberikan pendampingan teknis, dan memperkuat
penegakan hukum yang adil dan transparan.

Konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan menjadi
semakin kompleks dengan adanya ekspansi industri seperti pertambangan dan perkebunan
besar-besaran di wilayah-wilayah yang merupakan tanah adat masyarakat adat. Sementara
pembangunan ekonomi dianggap sebagai kunci untuk pertumbuhan dan kemajuan, dampaknya
terhadap lingkungan sering kali mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat dan
ekosistem alam mereka. Tanah adat tidak hanya sebagai sumber kehidupan ekonomi, tetapi
juga memiliki nilai spiritual dan budaya yang mendalam bagi masyarakat adat, mencakup
keberlanjutan identitas budaya mereka dan penjagaan warisan nenek moyang. Masalah utama
terletak pada kurangnya konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat dalam proses
pengambilan keputusan tentang pemberian izin pengelolaan sumber daya alam, yang sering kali
diatur oleh pihak pemerintah atau perusahaan tanpa memperhitungkan dampak sosial dan
lingkungan yang mungkin timbul. Ketika hak-hak tradisional mereka terabaikan, hal ini dapat
mengakibatkan ketegangan sosial yang merugikan bagi kedamaian dan stabilitas di tingkat
lokal.
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